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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi yang digunakan dalam mengungkap kejahatan illegal logging dan  peranan kepolisian dalam mengungkap kejahatan illegal logging yang terjadi di Kabupaten Sumbawa. 
Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif. penelitian empiris yaitu suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Sedangkan penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang didalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.
Adapun hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan pokok permasalahan adalah bahwa modus operandi yang digunakan dalam kegiatan penebangan liar (illegal logging) secara aktual melibatkan banyak pelaku dan dari berbagai kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun aparat penegak hukum (Polri). Sehingga membuat peranan Kepolisian menjadi sangat minim dan memburuk dari tahun ke tahun, terbukti dengan adanya anggota Polres yang di Penjara karena terbukti melakukan tindak pidana illegal logging. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari dinas Kehutanan tentang tindak pidana illegal logging dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 hanya ada enam (6) kasus yang sudah di putus oleh Hakim, selebihnya hanya sampai pada tahap penyidikan. 

Kata kunci : Peranan Kepolisian, kejahatan illegal logging. 

ABSTRACT
This study aims to determine the modus operandi used in exposing the crimes of illegal logging and the role of the police in exposing the crimes of illegal logging going on Sumbawa regency.

This research is empirical normative. Empirical research is a study by reviewing and see firsthand the application of laws and regulations in the field. While research is a normative approach in discussing issues, guided by the literature and regulations Legislation related to the problem studied.

The results of research and discussion in accordance with the subject matter is that the modus operandi used in illegal logging (illegal logging) actually involves many actors and from all walks of life, including government, community, and law enforcement (police). So that makes the role of the police to be very minimal and deteriorating from year to year, as evidenced by the presence of members of the police are in prison for committing illegal logging. While based on data obtained from the forestry department about illegal logging from 2011 to 2012 there were only six (6) cases that have been dropped by a judge, the rest only reached the stage of investigation.

Keywords: Role of the Police, the crime of illegal logging.


I. PENDAHULUAN 
Hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya, sebagai salah satu penentuan sistem penyangga kehidupan dan kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara lestari dan bertanggungjawab. Dalam hal ini Polisi cenderung melakukan pembiaran terhadap praktek illegal logging yang terjadi di mana-mana hampir di seluruh pelosok Negeri ini. Walaupun ada tindakan tegas dan proses hukum, hanya berlaku bagi mereka yang tertangkap tangan, sopir-sopir dan buruh-buruh mobil serta pelaku-pelaku kecil saja. Padahal Polisi memiliki metodologi kerja untuk mengungkap jaringan bisnisnya dari yang terkecil hingga yang paling besar. Kesungguhan Polisi untuk menegakkan hukum dalam mengungkap mafia kayu selama paruh waktu 2012 ini masih minim. Kenyataan pahit yang harus kita terima bahwa di Kabupaten Sumbawa, aparat penegak hukum dalam hal ini tidak bekerja sesuai aturan-aturan, tapi cenderung bekerja berdasarkan interest pengambil kebijakan di institusi itu. Jadi sebelum Sumbawa bersih dari oknum-oknum yang menjadi bagian dari mafia kayu, jangan mimpi ada penegakkan hukum untuk memberantas illegal logging di Sumbawa. Kunci utamanya ada di Kepolisian karena institusi ini juga punya peranan besar untuk mengungkap kasus illegal logging sekaligus menghentikannya. Berdasarkan  latar  belakang  di  atas  yang  menjadi  permasalahan  dalam pembahasan selanjutnya adalah bagaimana modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana illegal logging di Kabupaten Sumbawa? Dan bagaimana peranan aparat Kepolisian dalam mengungkap kejahatan illegal logging di Kabupaten Sumbawa. Adapun penulisan penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui modus operandi yang digunakan dalam tindak pidana illegal logging di Kabupaten Sumbawa dan untuk mengetahui peranan aparat Kepolisian dalam mengungkap kejahatan illegal logging di Kabupaten Sumbawa. Manfaat penulisan yang diharapkan melalui penulisan penelitian ini adalah secara akademis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, sebagai bahan bacaan dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum untuk memperoleh strata satu (S1). Secara teoritis dapat menambah pengetahuan dan bahan refrensi baik bagi, pemerintah dalam membuat kebijakan, bagi aparat penegak hukum khususnya Polri agar menjadi pemahaman sehingga illegal logging dapat dicegah, maupun bagi mahasiswa untuk menjadi bahan bacaan dan refrensi dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum yang setiap saat semakin berkembang, dan secara praktis sebagai bahan informasi yang berguna baik bagi mahasiswa, pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat luas guna menambah ilmu pengetahuan mengenai masalah perusakan hutan dan memberikan motivasi untuk ikut serta dalam melestarikan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normatif. Penelitian empiris adalah suatu penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan. Sedangkan penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang didalam membahas permasalahan, berpedoman pada literatur dan peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Modus Operandi Yang Digunakan Dalam Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal logging) di Kabupaten Sumbawa Besar.
Modus operandi dalam kegiatan penebangan liar (illegal logging) menurut Kasat Reskrim Polres Sumbawa Besar Bapak ERWAN (23:01:2013), adalah sebagai berikut :

1. Modus operandi yang dilakukan di daerah Penebangan adalah :
a. Melakukan penebangan tanpa izin, biasanya dilakukan oleh masyarakat dan hasil tebangannya dijual kepada cukong kayu atau pengusaha atau kepada industri pengolahan kayu. 

b. Melakukan penebangan di luar izin yang telah ditetapkan konsesinya oleh pemerintah, biasanya dilakukan oleh pemegang hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan pemegang Izin Penebangan kayu (IPK) yang sah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya target produksi atau hasil tebangan untuk memenuhi kontrak dengan pembeli yang sudah disepakati atau dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan perusahaannya. Modus ini juga seringkali menggunakan tenaga kerja masyarakat lokal atau pekerja dari luar daerah.
2. Modus operandi di jalur pengangkutan.
a. pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Hasil Usaha (SKHU). Modus ini dilakukan untuk memanfaatkan sistem pengawasan terhadap hasil hutan yang relatif masih lemah apalagi di daerah-daerah pedalaman seperti Ropang meskipun aparat penegak hukum sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Tetapi tetap sulit untuk di jangkau karena jalannya yang rusak parah.

b. pengangkutan kayu dilengkapi dengan dokumen palsu :

1) Blangko dan isinya palsu. Modus ini berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Pembuatan blangko yang dapat menyerupai aslinya dapat dilakukan dengan bantuan teknologi maju, sehingga sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu, untuk membuktikannya pun diperlukan bantuan teknologi sebagai sarana deteksi.

2) Blangko asli akan tetapi isinya palsu. Modus ini dimungkinkan oleh adanya kerjasama (kolusi) antara pengusaha kayu dengan pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen kayu.

3) SKHU dari daerah lain. Modus ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang kelemahan dari aparat penegak hukum terutama ketidak mengertian aparat penegak hukum tentang dokumen-dokumen kayu.

4) Jumlah kayu yang diangkut tidak sesuai dengan data yang ada dalam dokumen SKHU. Teknik pengukuran dan perhitungan volume kayu memerlukan keahlian tersendiri, sehingga seringkali peluang kelemahan aparat penegak hukum yang tidak semua mengerti teknik pengukuran dan perhitungan volume kayu.

5) Penggunaan satu dokumen SKHU yang berulang-ulang. Sama seperti modus lain di atas, modus ini juga biasanya dilakukan dengan memanfaatkan sistem pengawasan yang lemah serta pengetahuan dan integritas moral yang rendah dari aparat penegak hukum serta adanya Kolusi.

6) Menggunakan  dokumen pengganti SKHU, seperti surat tilang di darat atau di laut sebagai pengganti SKHU yang disita, faktur kayu yang digunakan sebagai pengganti SKHU, perizinan peralatan berat untuk kegiatan penebangan kayu, atau surat-surat lain. Modus ini lebih banyak terjadi karena adanya praktek-praktek kolusi antara oknum pejabat dengan pengusaha kayu.

B. Peranan Kepolisian Dalam Mengungkap Kejahatan Illegal Logging Di  Kabupaten Sumbawa Besar.

1. Kondisi Hutan Kabupaten Sumbawa Besar
Kerusakan hutan di Kabupaten Sumbawa Besar pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu kerusakan hutan yang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, angin dan gempa bumi, sedangkan faktor manusia yaitu kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia baik yang disengaja maupun tidak sengaja seperti kebakaran hutan dan penebangan liar atau yang lebih dikenal dengan istilah illegal logging.

Pada tahun 2011 Departemen Kehutanan Republik Indonesia melaporkan bahwa laju deforestasi sebesar 1,6 juta ha, satu tahun kemudian Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 3,6 juta Ha per tahun sebagai akibat dari semakin maraknya penjarahan hutan dan penebangan liar. Sebuah laporan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Watch menemukan bahwa illegal logging menyumbang 67 juta m³ mengakibatkan kerugian materiil sebesar paling tidak Rp 30 triliun pertahun. Bahkan penelitian Greenpeace pada Tahun 2009 melaporkan bahwa persen kayu-kayu yang masuk ke industri perkayuan di Indonesia disinyalir illegal. 

Hal ini dapat dilihat dari data kasus-kasus tentang illegal logging yang ditangani oleh Penyidik Kehutanan pada tahun 2011 s/d 2012 yang sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum, disertai dengan kerugian yang diakibatkan.

Besarnya kerugian Negara akibat dari kejahatan di bidang kehutanan di dalam tabel di atas yaitu :

Pada Tahun 2011 

Kasus I

Terdakwa RENDAH ALS AMAG SEDA telah melakukan perambahan hutan/perladangan liar di lokasi hutan Lemak Serang Kawasan Hutan Planing seluas 2,00 Ha,

· 2,00 Ha x Rp.4.435.000/Ha (Dasar anggaran GER…..) = Rp.8.870.000,00

· Belum termasuk biaya pemeliharaan, kerugian ekologis dan jumlah pohon yang ditebang.

Kasus II

Terdakwa HUSAIN ALS M.SALEH telah menebang pohon di hutan Steseng Es Sampe Kec.Rhee, dengan hasil  olahan sebanyak :

· (6,0928 m³ x Rp.1.155.000) x 2 = Rp.14.074.368,00

· Belum termasuk kerugian lain berupa rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup disekitar lokasi penebangan.

Kasus III

Terdakwa SAIFUDIN SUHRI telah menebang pohon kayu Jati di lokasi hutan Eks Perum Perhutani Boak, dengan hasil tebangan sebanyak :

· (0,0240 m³ x Rp.7.223.000) x 2 = Rp. 346.704,00

· Belum termasuk kerugian lain berupa rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup di sekitar lokasi penebangan.

Pada Tahun 2012

Kasus IV

Terdakwa BURHANUDDIN ALS SULAIMAN Dkk telah melakukan perambahan hutan/perladangan liar seluas 2,400 Ha, di lokasi hutan Buin Sepit Kawasan Hutan Serading.

· 2,400 Ha x Rp.4.435.000 =  Rp. 10.644.000,00

· Belum termasuk biaya pemeliharaan selama 24 tahun, kerugian ekologis dan jumlah pohon yang ditebang.

Kasus V

Terdakwa IBRAHIM ALS SAHIDI telah melakukan perambahan hutan/perladangan liar seluas 1,00 Ha, di lokasi hutan Buin Sepit Kawasan Hutan Serading.

· 1,00 Ha x Rp.4.435.000 = Rp. 4.435.000,00

· Belum termasuk biaya pemeliharaan selama 24 tahun kerugian ekologis dan jumlah pohon yang ditebang.

Kasus VI

Terdakwa SUPARDI ALS SYAMSUDIN telah menebang pohon Kayu Jati di Kawasan hutan Samoko Lito Desa Pungkit Kec.Lopok sebanyak 0,1862 m³.

· (0,1862 m³ x Rp.7.223.000,00) x 2 = Rp. 2.689.845,2

· Belum termasuk kerugian lain berupa rusaknya ekosistem dan lingkungan hidup disekitar lokasi penebangan.
2. Peran Penyidik Polri
Berdasarkan hasil wawancara penyusun (23:01:2013) dengan Kasat Reskrim Polres Sumbawa Besar Bapak ERWAN. Bahwa dari perspektif penegak hukum (Polri) yang menjadi permasalahan mendasar dari sulitnya memberantas penebangan liar (illegal logging) di Kabupaten Sumbawa Besar, dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

Pertama : Bahwa penebangan liar (illegal logging) termasuk kategori “kejahatan terorganisir”. Kegiatan itu selalu melibatkan banyak pelaku yang terorganisir dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Diantara pelaku yang terlibat adalah buruh penebang kayu, pemilik modal (cukong), penjual, pembeli, maupun backing dari oknum aparat pemerintah dan TNI/Polri serta oknum tokoh masyarakat. Antara elemen yang satu dengan yang lainnya terjalin hubungan yang sangat kuat dan rapi sehingga mengakibatkan sulitnya pengungkapan secara tuntas jaringan tersebut. 

Polri sebagai salah satu aparat penegak hukum yang seharusnya mempunyai peranan/andil dalam mengungkap kejahatan illegal logging, justru menjadi backing dan bahkan turut terlibat melakukan illegal logging. Kasat Reskrim mengatakan bahwa beliau sering kali mendengar isu-isu bahwa banyak aparat penegak hukum terutama anggota Kepolisian Resot Sumbawa yang ikut terlibat melakukan praktek illegal logging bekerjasama dengan Pengusaha kayu. Tetapi sulit sekali untuk dibuktikan karena antara aparat dengan Pengusaha kayu saling melindungi satu sama lain.  

Lebih lanjut Bapak Erwan mengatakan bahwa penebangan yang dulu dilakukan secara tradisional dan konvensional, kini telah bergeser dan menggunakan pola kerja yang terorganisir dan modern dengan menggunakan sistem manajemen yang rapi dan dengan jaringan pemasaran yang luas baik di dalam maupun di luar daerah. 

Kedua : 
Bahwa karena ketidakseimbangan antara kebutuhan (demand) dan pasokan (supply). Selain itu pertumbuhan dan permintaan industri kayu luar Negeri seperti Malaysia, Thailand, Korea dan RRC menjadi faktor pendorong yang sangat kuat dan penyalurannya melalui black market (pasar gelap). 

Ketiga :  Bahwa penyalahgunaan dokumen Surat Keterangan Hasil Usaha (SKHU). Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menghindari kewajiban pajak Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

Pelaku dalam kejahatan penebangan liar (illegal logging) menurut WakaPolres Sumbawa Besar Bapak RIO (24:01:2013) dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Pelaku ini melakukan kegiatan penebangan secara lansung baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk dijual kepada Pengusaha kayu atau Pemilik modal. Laju perusakan hutan akibat kegiatan yang dilakukan oleh pelaku ini relatif kecil oleh karena modal dan peralatan yang dimiliki masih terbatas.  

b. Pemilik modal (cukong) atau pengusaha. Pelaku ini berperan sebagai fasilitator atau penadah hasil kayu curian, bahkan menjadi otak dari pencurian kayu.
c. Pemilik industri kayu atau pemilik HPH. Pelaku ini bisa bertindak sebagai pencuri kayu dan bisa bertindak sebagai penadah kayu.

d. Nahkoda Kapal. Pelaku ini bisa berperan sebagai turut serta melakukan, atau membantu melakukan penyelundupan kayu atau kejahatan penebangan liar (illegal logging).

e. Oknum pejabat pemerintah atau oknum aparat penegak hukum. Pelaku ini bisa berasal dari oknum TNI, oknum Polri, Jagawana/PNS Kehutanan, aparat Bea dan Cukai, oknum pemerintah daerah, oknum anggota DPRD, dan oknum politisi baik dari pusat maupun daerah. Pelaku ini bisa terlibat dalam KKN dengan pengusaha dan atau melakukan manipulasi kebijakan dalam pengelolaan hutan atau pemberian konsesi penebangan yang dapat menimbulkan kerusakan pada hutan.
f. Pengusaha Asing. Pelaku ini kebanyakan berperan sebagai pembeli atau penadah hasil kayu curian.

Selain itu, menurut hasil wawancara Penyusun (26:01:2013) dengan Ibu Jumiati Aresad Pengusaha Kayu di Kecamatan Lopok menyatakan bahwa :

“Praktek penebangan liar ini dilakukan bukan semata-mata karena dorongan faktor  ekonomi belaka untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena hasil pertanian hanya bisa untuk menjadi konsumsi pokok sehari-hari dan tidak bisa untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya, tetapi juga karena faktor adanya dukungan dari aparat penegak hukum khususnya Polri, di sini Polisi memberikan peranan yang sangat besar.

Bentuk dukungan yang diberikan Polri kepada Pengusaha kayu yaitu berupa informasi maupun sebagai backing pada saat pengangkutan kayu-kayu illegal tersebut berlangsung. Tentu saja Polisi akan mendapatkan imbalan yang sepantasnya dari Pengusaha Kayu. Ketika pengusaha kayu atau pelaku-pelaku lainnya menolak untuk berkerja sama dengan aparat maka mereka akan di ancam, dijadikan Target Operasi (TO) atau dipersulit dalam mengurus surat izin kayu.

III. PENUTUP
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penyusun maka dapat disimpulkan bahwa modus operandi penggelapan kayu di Kabupaten Sumbawa Besar di selundupkan dengan menggunakan Truk untuk dipasok ke Kota, seperti yang terjadi di daerah Kecamatan Plampang dan Kecamatan Alas. Kayu selundupan ini dipasok untuk dipasarkan ke masyarakat untuk kebutuhan rumah. Sejauh ini peran aparat penegak hukum khususnya Polri telah menunjukkan kinerja yang sangat buruk terbukti dengan adanya anggota Kepolisian Polres Sumbawa Besar yang pernah tertangkap tangan mengangkut kayu dari hasil illegal logging untuk di pasok dan dipasarkan ke konsumen.
Dalam penelitian ini penulis memberikan saran terhadap bagi aparat penegak hukum khususnya Polri untuk dapat memperketat pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana illegal logging dan menghindari praktek Kolusi Korupsi dan Nepotisme sehingga Polisi dapat menjalankan peranannya sesuai kewenangannya serta mengutamakan kejujuran di bandingkan materi. agi pemerintah untuk dapat mengawasi pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan membentuk Undang-undang khusus untuk Illegal Logging agar mampu mencegah terjadinya penebangan liar (illegal logging) di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan bagi Masyarakat untuk bisa mengawasi dan memantau segala praktek tindak pidana illegal logging dan terhindar dari pengaruh dan hasutan-hasutan cukong-cukong kayu.
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